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Abstrak

Pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang bersifat
Khusus, Namun kenyataannya di lapangan penegak hukum menggunakan Pasal 362
KUHP atau Pasal 363 KUHP sehingga adanya penerapan hukum yang salah “error in
law” oleh penyidik, dalam Pasal 63 ayat (2) (KUHR)'di jelaskan bahwa, “jika suatu
perbuatan masuk.dalam suatu-aturan pidana.yang umum, diatur pula dalam aturan
pidana yang.khusus;.maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, sesuai dengan
asas hukum “lex specialis derogat Legi generalis.

Masalah pokok dalam penelitian yakni, Penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana pencurian hasil perkebunan: Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan
Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 ‘Tahun 2014 tentang Perkebunan di
wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dan hambatan penegakan hukum Pasal 107
huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah
hukum Polres Kuantan Singingi.

Metode penelitian yang digunakan adalah Observational Research dengan
cara survey, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Sifat penelitiannya,
penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian
yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan
Kelapa Sawit menerapkan Pasal 362 atau Pasal.363 KUHP. Alasan penyidik tidak
menggunakan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan dikarenakan apabila menggunakan undang-undang perkebunan atau
undang-undang lex specialis,pemilik kebun harus dapat menunjukkan bahwa syarat
formil berbadanshukum, sertifikat arealizin perkebunan dan syarat formil lainnya.
Apabila pelapor dapat memenuhi syarat-syarat formil tersebut, maka penerapan pasal
Lex specialis dapat diterapkan. Dan sepanjang syarat formil tidak dapat dipenuhi
maka penyidik tetap mengacu kepada lex generalis (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana) dan Hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi yakni
faktor hukum banyaknya Undang-undang dan peraturan yang mengatur khususnya
tentang tindak pidana di Indonesia, faktor.aparatur penegak hukum karena masih
banyak penyidik yang tidak memiliki latar belakang S1 ilmu hukum, faktor sarana
dan prasarana yang kurangnya dukungan dana dan masih kurangnya dukungan SDM
dan keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain
disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh
dan aktivitas yang dilakukannya terhadap tindak pidana perkebunan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian, Kelapa Sawit, dan Polres Kuantan
Singingi



Abstract

The theft of oil palm plantation products as regulated in Article 107 of Law
Number 39 of 2014 concerning Special Plantations, but in reality in the field law
enforcement uses Article 362 of the Criminal Code or Article 363 of the Criminal
Code so that there is an incorrect application of the law "error in law" by
investigators, in Article"63 paragraph (2) (KUHP) itis explained that, "if an act is
included in a general criminal rule, it is also regulated in a special criminal rule, then
only the special one.is applied, in accordance with the legal principle "lex specialis
derogat Legi generalis.

The main problem in the study is, law enforcement against perpetrators of
criminal acts of theft of oil palm-plantation products, ignoring Article 107 letter D of
Law Number 39 of 2014: concerning Plantations’in«the jurisdiction of the Kuantan
Singingi Police Station and obstacles to law enforcement against perpetrators of
criminal acts-of theft of oil palm plantation products. set aside Article 107 letter D of
Law Number 39 of 2014 concerning Plantations in the jurisdiction of the Kuantan
Singingi Police Station.

The research method used is Observational Research by means of a survey,
namely interviews as a data collection tool. The nature of the research, this research is
descriptive analytical, which provides a clear and detailed description of an incident
that occurred regarding law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft
of oil palm plantation products.

Law enforcement against perpetrators.of criminal acts of theft of palm oil
plantation products applies Article 362 or Article 363 of the Criminal Code. The
reason investigators do not use Article 107 letter D of Law Number 39 of 2014
concerning Plantations is beeause when using the, plantation-law or the lex specialis
the garden owner must be able-to-show, that theformal requirements are legal entities,
area certificates, plantation permits and other formal requirements. . If the reporter
can meet the formal requirements, then the application of the Lex specialis can be
applied. And as long as the formal requirements cannot be met, investigators still
refer to the lex generalis (Book of the Criminal Law_Act) and the barriers to law
enforcement against perpetrators of criminal acts.of theft of oil palm plantation
products, ignoring Article.107 letter D of Law Number 39 of 2014 concerning
Plantations in The legal area of the ‘Kuantan Singingi Police Station is the legal
factor, the number of laws and regulations that regulate especially about criminal acts
in Indonesia, the law enforcement apparatus factor because there are still many
investigators who do not have an undergraduate legal background, the facilities and
infrastructure factor that lacks financial support and is still the lack of support from
human resources and the limited level of quality legal awareness of the community is
partly due to a lack of knowledge and understanding of the extent of influence and
activities carried out on plantation crimes.

Keywords: Law Enforcement, Theft, Oil Palm, and Kuantan Singingi Police
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BAB |

PENDAHULUAN

menciptakan

X\

Indonesia yang

asila merupakan

A%Y

2 hukum, sehingga
oral maupun hukum
bukaan Undang-

UD 1945), yaitu

navQEy

g melindungi segenap

A%

untuk memajukan
an ikut melaksanakan
ketertiban du n Kem : aian abadi dan keadilan
sosial”.

Menurut M. Solly dungi segenap bangsa dan seluruh tumpa

darah” mempunyai makna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat

kekuasaan yang ada, sehingga di Negara ini terdapat tata aturan yang menjamin

! M.Musa, Penalaran Hakim Terhadap Ajaran Penyertaan Dalam Memperluas Pemidanaan Pada
Tindak Pidana Korupsi, Program Doktor IImu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020,
him.1.



tata tertib dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril
maupun materil, fisik maupun mental, melalui tata hukum yang berlaku baik
yang tertulis maupun tidak tertulis.” Selain itu, UUD 1945 melalui pasal 1 ayat
(3) juga menetapkan bahwa.Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dari pasal
ini_dapat pemahaman bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtstaat),
dan " bukan berdasarkan ~kekuasaan- belaka (maschtaat). Negara Indonesia
merupakan Negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada konstitusi
yang telah diterima oleh seluruh bangsa indonesia. Karena itulah, aparat penegak
hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi-manusia, dan menjamin semua
warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan. tidak ada kecualinya.
Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya
dilakukan oleh warga Negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang boleh untuk
dilakukan sebagail suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk
dilakukan sebagai suatu bentuk larangan .

Sistem hukum mempunyai tujuan dan Sasaran tertentu. Tujuan dan
sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang secara nyata berbuat melawan
hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau
aparat Negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme

tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas,

2 Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,
Jurnal Yuridis Vol. 6. No. 2, Desember 2019, him. 34.
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serta memiliki manfaat untuk terwujudnya Kketertiban dan ketentraman

masyarakat. Sistem bekerjanya  hukum tersebut merupakan bentuk dari

penegakan hukum.?

undang - adakan ; graturan dalam segala
lapanga pakan ¢ se atis karena ketentuan-

ketentuan da - ' juge aku a-peristiwa pidana

perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan

pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang”.”

® Ibid, him. 35.

* Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Buana Ilmu, Jakarta, him. 63.

®R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2008,
him. 22-23.
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu

sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum

hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling

Hukum islam pun telah mengatur larangan untuk melakukan perbuatan
tercela yakni pencurian, islam sangat mengharamkan mencuri harta milik orang
lain. Mencuri adalah perbuatan yang tercela, berdosa, dan mengganggu
kepentingan orang lain dan bertentangan dengan tujuan pensyariatan islam. Hal

tersebut telah di jelaskan Allah Swt dalam Firmannya Q.S Albagarah ayat 188 :
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s ) 0 100 20 1) iy o 805001 RE Y
gl y & salad

Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan

yang bathil dan jangan lah kamu membawa urusan hartamu itu kepada

potonglah tangan
eka kerjakan dan
i Maha Bijaksana.

b Undang-undang

Hukum g siapa mengambil

barang, ya lain, dengan maksud

untuk memi : l&‘ kum, dipidana karena mencuri

dengan pidana pe Q‘ a lima tahun atau denda sebanyak-
L XN

banyaknya sembilan ribu ru
Dalam Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

juga di jelaskan bahwa,”jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana

¢ Kitab Undang — Undang Hukum Pidana.
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yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang
khusus itulah yang diterapkan.

Dalam kasus tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit

enguasai tanah

adat dengan maksut

perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diatur dalam Pasal 107 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang bersifat Khusus, tujuan
penyelenggaraan Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

" Undang — Undang Nomor 39 Tahun 2014.
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kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan
lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas,

kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan

No al-Yang - ; T Ket

P21
LP/99/1X/2019/Riat
Kuansing
2 | Tanggal 27 September 2019 PT Tri Bakti | An HR P21
Pasal 363 KUHP sarimas
LP/100/1X/2019/Riau/Res Frank  Sory/
Kuansing . . | An. MHD
3 Tanggal 28 September 2019 ETT i Bakti An. DD SP3
arimas
® Ibid
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LP/50/_IV/2020/Riau/Res _ An. ICH
Kuansing Ramli/ An. SH
4 | Tanggal 22 April 2020 PT.Tri Bakti ' P21
63 KUHP_
/1/2020/Riau Q
5 | Tanaa: 'Q’# SP3
= )
sal r
/13 o
6 'gl : Dkk SP3
o[0 = A
& o
dsdl St |
LP/163 [~
nsi o
7 | Tangga n. B P21
135 A
, ’
8 | Tan ﬂ; - P21
63 |
9 P21

Sumber Data : Polres k
Dari tabel yang telah penulis uraikan diatas, data yang telah penulis
peroleh Di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi banyak terdapat perkebunan
Kelapa sawit baik berbentuk perusahaan maupun koperasi perkebunan, fenomena

pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit sangat meresahkan, kurun waktu 2019
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s/d agustus 2021 telah terjadi 9 (sembilan) kali pencurian yang dilaporkan ke

Polres Kuansing yang diproses dengan 3 perkara SP3 dan 6 Perkara P21 dan

banyak juga yang tidak diproses lebih lanjut dengan alasan tipiring berdasarkan

b.

Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.
2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera
menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa,mengadili dan
memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang

diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP;
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c. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan,

ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun

perpanjangan penahanan.

2gori tindak pidana

ta lima ratus ribu

ekonomi keluarga dari hasil kebun tersebut dengan menerapkan Pasal 362 dan
Pasal 363 KUHP yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan
tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pencurian hasil perkebunan Kelapa

Sawit karena pelakunya tidak ditahan dan denda yang sangat rendah.

® Perma Nomor 2 Tahun 2012.

10
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Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti karena

adanya penerapan hukum yang salah “error in law” oleh penyidik, dalam pasal

63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di jelaskan bahwa,

gl generalis”.

am Bab | sampai
ga berlaku bagi
diancam dengan
harusnya penyidik
ahun 2014 tentang

P terhadap pelaku

huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sejalan
dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan Pengadilan Negeri stabat

Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Stb, Penelitian ini berjudul, “Penegakan Hukum

19 pasal 63 ayat 2 KUHP
1 pasal 103 KUHP

11
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Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

dengan Mengesampingkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014

Tentang Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”.

D Undang-undang
hadap pelaku tindak

wilayah hukum Polres

pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan
Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

12



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

b) Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah

hukum Polres Kuantan Singingi.

y
bt

\enjat eferensi bagi penelitian-

pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit.

D. Kerangka Teori

1.

Teori Penegakan Hukum
Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai

hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat

13
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disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus
dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi mejadi

sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik."?

i lebih dahulu adalah

ai sarana rekayasa
S oleh badan-badan

ial teori ini adalah

guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut,

sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses

RE.Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat kajian Reformasi, Jakarta,

2009, him 5

¥ Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 2009, him 7
¥Titik Triwulan Tutik, Pengantar llmu Hukum, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, him 226.

14
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untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum)

menjadi kenyataan. *

lalam masyarakat

Rahardjo dalam

tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu

secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya

> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam

Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2010, him. 24.

% Edi Setiadi Dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum

Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019 hIm. 135.

15



kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan
dinyatakan sebagai the oldest social problem yang tidak dapat diatasi semata-
mata dengan menggunakan hukum pidana.

Bagir Manan dalambukunya yang betjudul “politik perundang-undangan”
dengan tegas menyatakan bahwa politik penegakan hukum adalah kebijakan
yang bersangkutan dengan-kebijakan di/bidang peradilan dan kebijakan di bidang
pelayanan hukum. Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka
penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan,
namun Keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum
inilah dipertaruhkan makna dari Negara berdasarkan atas hukum. Peran aparat
penegak hukum dalam Negara yang berdasarkan hukum.juga dinyatakan oleh
Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-
apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang
menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.”"’

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah
yang baik yang terwujud.dalam®.serangkaian nilai untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut
dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh

beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif dan

positifnya terleak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai

7 Ibid, him. 139.
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yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari

efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:*®

a) Faktor hukum (undang-undang);

menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini

dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

'8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2002, him. 5.

17
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Secara praktis, penegakan hukum (law enforcement) memiliki beberapa arti

penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan

korban tindak pidana. Adapun arti penting penegakan hukum tersebut secara

penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa
penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy)
yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan

sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

19 Edi Setiadi Dan Kristian, Op Cit, him. 147.
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c) Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku
kejahatan.

Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku

LI

an pelaku yakni

iap proses hukum

'Q\\!\"%\“\‘%\

=\
Al

‘l Jan dipidana dengan

.
q-
S
2
=.
3
@
=.
>
3.
5
=
)
~

kejahatan

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang
perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik

fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami

19
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pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai
akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban dan ahli

warisnya”. Pentingnya perlindungan korban juga merupakan implementasi

ebagaimana mestinya,
dan jika terjadi
dilanggar itu agar

ai yang baik adalah

pidana antara lain, control crime model, family model, due proses model dan

20 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 115.
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integrated criminal justice system (ICJS). Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan
pidana di Indonesia menganut model 1CJS.?

Sistem peradilan pidana adalah suatu penegakan hukum yang didalamnya

epada operasionalisasi

0y |
g %o gjahatan dan

~ 2
P

paka mekanisme  bekerjanya

keadilan telah digerakkan dan yang bersalah dipidana;

2! Erdianto Effendi, Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak
Buaya, Century Hingga Korupsi), UR Press, Pekanbaru, 2012, him. 16.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme Dan Ambolisionisme,
Bina Cipta, Bandung, 1996, him. 25

% Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2010, him. 3
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c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak
mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana itu sendiri dapat digambarkan secara singkat

asyarakat, kualitas

onviction rate, dan

? Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesiam, Jakarta, 1994, him.
140.

% Romli Atmasasmita, Loc.cit

% Muladi, Diah Sulistyani, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya
KUHP Nasional, Universitas Semarang Press, 2020, him.16.
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(prevention of crime). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus dibangun
oleh sistem sosial masyarakat.?’

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses

petug erma erjanya  hukum acara

pidan )SES Penye ) a ada dua kepentingan

yang mes a da 3 eadilan. Usaha-usaha
yang dilakuk paitutl it o S ana yakni untuk mencari

kebenar

Kerangka konsep ‘ uk menghindari kesimpangsiuran

dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan tesis agar dapat memperoleh

%" Yesmin Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 2009,
him. 28.

% Ibid.

2 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, him. 96.
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persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi
pembahasan. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:

1. Penegakan Hukum

adalah kegiatan

didalam kaedah-

Menurut van Hattum sebagaimana yang dikutip oleh Utrecht, tindak
pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat di
hukum (feit terzake van hetwelk een person strafbaar is). Dari pendapat

Utrecht dan van Hattum dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana

*Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Op., Cit, him. 226.
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terdapat unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dan unsur kesalahan.

Pandangan demikian merupakan pandangan yang tidak memisahkan antara

sifat melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana.

meliputi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan

individu.*?

¥ Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui
Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapanya, Prenada Media, Jakarta, 2018, him. 27.
% bid, him. 29.
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3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi

oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib

lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut,
kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta dapat disebabkan

oleh faktor sosial lainnya.

¥ Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia, Jurnal
Pahwalan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, him. 2.
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Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang
merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih

jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa

pada lokasi penelitian untuk
mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan
penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis

yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan

34 B
Loc cit.
¥ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Pustaka LP3ES Indonesia,
Jakarta, 2008, him. 3.
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terperinci tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian

hasil perkebunan kelapa sawit dengan Mengesampingkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan

Bahan hukum primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama
dalam penelitian. Bahan hukum primer disini adalah berupa keterangan
yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh
dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik

melalui tanya jawab secara langsung.

28
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mempunyai fungsi untuk

menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan

yang memberikan

sekunder, yakni

tersangka pencurian sawit dan korban pencurian sawit yang harus disesuaikan

dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

29
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Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan

cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci.

Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatiakn teori-teori hukum,

30
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TINJAUAN UMUM

Pencurian menurut F a unsur-unsurnya di rumuskan dalam
pasal 362 KUHP, adalah rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang
berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau

sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

% Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Media Nusantara Creative, Malang,
2004, him. 1.
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hukum, diancanm karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah™’. Suatu perbuatan atau

peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila telah terpenuhi unsur

s ada perbuatan

enda itu ke dalam

mengalirkannya ke dalamb g ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan,

¥ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 .
% Adami Chazawi, Op. Cit., him. 6.
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tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang
mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.*

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh

nyerahan ini disebabkan

erupakan tindak

NN

mengancam akan

yaan korban, maka
diambil tidak harus

dak mungkin akan

tanaang

’@ ‘ au beberapa halaman yang
disobek dari suatu k asa.** Barang yang diambil dapat
dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan

belum dibag-bagi dan pelaku adalah salah seorang ahli waris yang turut

¥ wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama,

Bandung, 2008, him 15.

O bid.
1 1bid.

33



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh
siapapun (res nullius) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di Amsterdam

terdapat suatu laboratorium patologis—anatomi, dimana mayat-mayat manusia

bergerak, misalnya sebatang yang telah di tebang atau daun pintu
rumah yang telah dilepas. “* Namun seiring perkembangan zaman dan
berdasarkan putusan Hoge Raad, 23 Mei 1921, pengambilan energy listrik dan

gas merupakan pencurian. Menurut nieuwenhuis, dalam disertasinya tahun

“2 1bid, him. 9.
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1916 aliran listrik dan gas termasuk barang karena untuk mengadakanya di
perlukan biaya, ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa dan

dapat di bagi.** Sementara di Indonesia R. Soesilo mengemukakan aliran

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

pencurian adalah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak
ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, misalnya benda-benda

yang dari awal tidak ada pemiliknya (res nullius), seperti batu disungai atau

* Andi Hamzah, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika,
Jakarta, 2015, him. 94.
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buah-buah di hutan atau benda-benda yang semula ada pemiliknya kemudian

kepemilikanya itu dilepaskan (resderelictae), seperti sepatu bekas yang sudah

di buang di kotak sampah.**

jkan dengan unsur
dalam diri pelaku

dijadikan sebagai

hukum.

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki

barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro

* Adami Chazawi, Op. Cit., him. 11.
“ ibid., him. 14.
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sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara antara memiliki barang-barang
dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan
untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik
barang adalah pemilik-.menurut hukum.Maka sebenarnya, tidak mungkin
orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau
hukum dilanggar tidak, mungkin=orang. tersebut menjadi pemilik barang.
Definisi memiliki barang adalah dari Noyon. Lengemeyer menjelaskan
memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari-suatu niat untuk
memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut
Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan
yang di-dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah.lebih dulu ditentukan
untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu
menurut” kehendaknya. “® Wujud dari_memiliki barang bermacam-macam
seperti_menjual, menyerahkan,  meminjamkan, memakai  sendiri,
menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa
dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk
berbuat sesuatu ternadap barang itu.tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari
memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil
barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya
untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya

mengambil barang. Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat

*® Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, him 15.
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besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya
proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger
kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi
dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonemis dapat kita lihat dari
kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan.
Sedangkan kerugian. - secara: psikologis  disamping kejahatan dapat
menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk
kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuahan yang
diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu
merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.*’ Satu hal yang tidak bisa
diabaikan adalah penderitaan si pelakuitu sendiri, karena walau
bagaimanapun mereka adalah anggota masyarakat yang perlu mendapat
perhatian. Oleh karena. itu baik masyarakat maupun aparat pemerintah perlu
memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Namun penderitaan
korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas dari masyarakat
dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian yang mengalami
kerugian materiil, pencurian di‘Indonesia adalah salah satu tindak pidana yang
paling banyak dilakukan oleh pelaku kriminal. Dilihat dari peraturan
perundang-undangan.

Bentuk-bentuk pencurian dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai

pasal pencurian yang terdiri dari: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian

4 Ibid, him.17.
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dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365
KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dalam lingkungan

keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan

eluruhnya atau sebagian

‘!““ .'a‘ elawan hukum,

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai
pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau
merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau

pakaian jabatan palsu.
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(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal

dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.

dana memberikan aturan
idana pencurian

asal 365 yang

n pencurian yang

ancaman kekerasan,

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak,
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu;

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
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(3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

(4). Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu

pidana terhadap
a pencurian akan
mengal ia ifat ek ; ang paling dirasakan

oleh k adalat | akan kejadian pa dirinya yang selalu

dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak
hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Masalah konstelasi

masyarakat dan faktor lainnya, kalaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh

*Rena Yulia, Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta,

2010, him. 79.
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sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan
dalam analisis ilmiah. Kalaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum

dikupas secara bulat dan tuntas. Masalah korban sebenarnya bukanlah masalah

terjadinya suatu
mungkin timbul
akan peserta utama
dari kejahatan da erja S _ _ e pemenuhan kepentingan
pan tindak pidana
i karena pencurian

g orang lain secara

kata <liw -3dw’-3w (» dan secara etimologis berarti Gés (st cu &
mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu

daya. Sementara itu, secara terminologis pencurian (Sarigah) adalah mengambil

* 1bid.
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harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.*
Adapun pengertian pencurian (Sarigah) menurut para ulama yaitu, shb :

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani Sarigah dalam syariat Islam yang

Mazhab Syafi’i),
) secara sembunyi-

dari tempat

Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-mencuri informasi dan
pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut
Abdul Qadir Audah, Ada dua macam sarigah menurut syariat Islam, yaitu

sariqah yang diancam dengan had dan sariqgah yang diancam dengan ta’zir.

50 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figih Jinayah, Amzah, Jakarta, 2015, him. 99-100.
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Sarigah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil
dan pencurian besar, pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain

secara diam-diam, sementara itu pencurian besar ialah mengambil harta

milik  orang 5 jenis ini juga disebut
“ 1
©h

1. Kalimat diamb 2 : U orang dewasa yang waras,
jika seandainya yang arta mencapai satu nisab tapi
dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila, maka tidak berhak

diberikan hukuman potong tangan;

*! 1bid.
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2. Secara sembunyi-sembunyi, sekalipun yang mengambil harta orang lain

adalah orang dewasa dan waras tapi dilakukan secara terang-terangan, maka

tidak disebut dengan pencurian;

angsiapa yang mencuri

.@@ . ), beratnya 10

ng tersebut yang
at atau hotel-hotel,

untuk menyimpan

orang-orang yang hendak membangun rumah atau bangunan yang
meletakkan besi-besi, semen, balok-balok dan sebagainya di tempat-tempat
umum dan menunjuk seseorang untuk menjaganya dari tangan-tangan

yang tidak bertanggung jawab. Jika seandainya seseorang mengambil

sesuatu dari barang-barang tersebut walaupun dalam kelalaian penjaganya
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dan barang yang diambil itu mencapai satu nisab (10 dirham), maka ia
dianggap pencuridan akan dijatuhkan hukuman potong tangan;

6. Tidak ada syubhat. Maksudnya, tidak dipotong tangan orang Yyang

b. Pencurian besar (Saragah Kubra).

%2 Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fighiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer,
Angkasa, Bandung, him. 57-59.

% Munadih, Hukum Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Dan Yang Tidak
Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab.
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Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara samar-samar
atau secara  sembunyi-sembunyi, Sedangkan  pencurian besar  adalah

pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.

engambil harta
tanpa kerelaan
(hirabah) adalah

engambil harta.

titipan).
Perbedaan antara pencurian dengan penggelapan, antara lain :
a. Hukuman Pencurian adalah had, sedangkan hukum penggelapan adalah

ta'zir;
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b. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-

diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil

harta dengan tidak diam-diam;

berikut :
1. Pencurian

Pencurian hendaklah seorang mukallaf (dewasa dan waras), fugaha
sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak di potong, kecuali bila ia

seorang yang dewasa dan waras. Pendapat fugaha tersebut di dasarkan

kepada hadis Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas:
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fue e Agall OE) g AN e eal ghu " e R A gan A Gus |
i il g L s Sl g el

“Bahwa Ras

ane ‘qu“\‘\‘ﬁ@m e. i.anak di bawah umur

dur hingga ia

llah SAW, bersabda : “ di.maafkan kesalahan dari tiga

A% V¢ :

a_semua kewajiban

n perintah yang

kecil sampai ia

A3 )

o
nau
d
&
d ab mereka karena

i hukum mereka

harus di potong tangan nya bila
mencuri, baik yang di curi itu banyak maupun sedikit jumlahnya atau nilainya.
Dari dua pendapat tadi, nampaknya pendapat yang kuat adalah pendapat
jumhur bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus

cukup satu nishab, karena pendapat inilah yang sesuai dengan syubhat
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yang harus di hindari bila menjalankan atau menetapkan hukuman. Kemudian
jumhur ulama yang sepakat mengatakan bahwa barang curian yang

mengharuskan potong tangan itu harus mencapai nishab, mereka berbeda

as ‘fmﬁwsu;:
1/
%

menetapkan nisab barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri
seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan
hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan
seharga perisai yang harganya 3 dirham atau % dinar dan satu kali beliau

menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10
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dirham, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya. Perbedaan
itu membawa kepada syubhat yang menggugurkan hukuman potong tangan
sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tersebut.

3. Dari Tempat

- I

e gomeouet
| 4 Heal) Gl g

Amr bin al- Ash;
. ditanya tentang
sabda; barangsiapa
terpaksa  untuk
aka tidak dijatuhkan

bil ~sesuatu barang,

lapar, maka wajib ate engganti  barang tersebut dengan yang
serupa dan diberikan hukuman ta’zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu
barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan

sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau
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dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib
atasnya dihukum potong tangan. (HR. Abu Daud)”.

Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum potong

kondis
situasi 0 a maka anggap syubhat dalam
pelaksanaa ang ; belaksanaan hukum

tesebut 3 oleh  /ada ‘ agaiman putkan dalam hadis

menempuh  jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam
memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman. (HR.

Al- Tirmidzi)”
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Atas dasar ini, sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan
pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi

yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum hudud itu

kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika selatan yaitu Brazil. Hal ini karena
lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan

dengan di Afrika. Pada kenyataanya tanaman kelapa sawit hidup subur di luar

* Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fighiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, Angkasa
Bandung, 2010, him. 83.
> https://pustaka.stipap.ac.id
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daerah asalnya seperti Nigeria, Afrika Barat. Tanaman kelapa sawit tumbuh

tegak dengan lurus ketinggian dapat mencapai 15-20 meter. Bagian - bagian

tanaman dari tanaman kelapa sawit adalah seperti sistem perakaran, batang, daun,

“” h segala kegiatan
produksi, alat dan
terkait Tanaman

Ssim  atau tanaman

&g
ran
o
&
v
o

berlaku setelah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir
Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Penjelasan Atas Undang-Undang 39 Tahun

2014 tentang Perkebunan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5613. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

tentang Perkebunan agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan

, pembatasan

an sarana dan

dan kema : ingkat! '1;'_' [ _de ggara, menyediakan
lapanga 3 esen :‘ ah .: gkat produksi, produktivitas,

kualitas taml . , ar, meningkatkan dan

.(Q atkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Penyelenggaraan Per an  terse dasarkan pada asas kedaulatan,

kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan,

keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan didalamnya

membahas pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan,
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penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha
Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan

pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia,

N, ‘ nbinaan dan pengawasan,
‘k‘-!“ .’0 n, 2004 tentang

2014 tentang

ndang Nomor 39
atkan kesejahteraan

dan kema i egara, menyediakan

kualitas, nilai t ) ngsa pasar, meningkatkan dan
memenuhi kebutuhan or an baku industri dalam negeri,
memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat,
mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal,
bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan,

kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan,
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keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan didalamnya

i perencanaan,

spunan, Usaha

» 2

“ada ﬂ; angkaian kegiatan

pengusahs ana ‘perkebunan \ '_ _ i pra-tanam,
penana 2Mme : : asi termasuk perubahan

jenis tang

lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman,
produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra

pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.”’

%% pasal 1 angka 3 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.
> Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.
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b. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar diberikan Surat
Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) yang berlaku

selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.®

hektar atau lebih:

b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar diberikan

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil

%8 pasal 5 ayat (3) dan (4) Permentan Nomor 98Tahun 2013.
% pasal 8 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

%0 pasal 20 ayat (1) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

61 pasal 1 angka 4 Permentan Nomor 29 Tahun 2016.

62 pasal 6 ayat (1) dan (2) jo. Lampiran Il Permentan 98/2013
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2.

Perkebunan (STD-P) yang berlaku selama Usaha Industri Pengolahan
Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.®®

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu

dengan luas 1.000
, dan tebu dengan

hubungan dengan

Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan :

%3 pasal 6 ayat (3) dan (4) Permentan Nimor 98 Tahun 2013.
% pasal 9 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

% pasal 20 ayat (1) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

% pasal 10 ayat (1) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

57 pasal 10 ayat (2) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.
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IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan
baku berada:®®

a. Dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh bupati/walikota

mengajukan

gubernur atau
agai berikut:®

erubahan terakhir
ak Asasi Manusia,

dan bidang usaha

Rekomendasi  kesesualan dengan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk 1UP-B yang diterbitkan

oleh bupati/walikota;

%8 pasal 19 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.
% pasal 21 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.
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f. l1zin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital

calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan

file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

3)

4)

arana, prasarana dan sistem
aan lahan tanpa bakar serta
pengendalian kebakaran;
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang
dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan

masyarakat sekitar perkebunan;
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k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan
sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan

Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas (40.000

ak Asasi Manusia,

dan bidang usaha

diterbitkan oleh gubernur;
e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk 1UP-P yang diterbitkan oleh

bupati/walikota;

70 pasal 22 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.
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f. l1zin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital

calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta

dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir
yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha

perusahaan;

™ pasal 23 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.
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b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Surat Izin Tempat Usaha;

d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan

paten/kota ikota untuk IUP yang

N LA L UR

‘E'o
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engan peta digital
 (cetak peta dan file

dangan dan tidak

d yang membidangi

kawasan hutan;

perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk
masyarakat sekitar;
Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai

kewenangan;

k. Pernyataan kesanggupan:
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1)  Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem

untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman

(OPT);

bakar serta

asyarakat sekitar

ana pembiayaan;

karyawan dan

perlindungan masyarakat terhadap kerjahatan tentunya berkaitan dengan masalah

hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu
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sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula
dikenal dengan istilah “social defence”.”

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats), maka setiap orang
yang melakukan tindak pidana harus_mempertanggungjawabkan perbuatannya
melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak
pidana adalah suatu perbuataniyang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana
larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
sebagal pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas
legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur
dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku
dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;ada hubungan yang erat pula.”

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu
dijalankan oleh komponen-komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi
oleh eksekutif tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum.”

Hukum berfungsi = sebagai “perlindungan manusia. Hukum harus

dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran

2 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum
Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, him. 11.

® Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, him. 15.

™ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 181.
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hukum. Hukum yang dapat dilanggar dalam hal ini harus ditegakkan melalui
penegakan hukum sehingga hukum itu menjadi kenyataan.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

roses kebijakan

egakan kebijakan

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap

mengenjawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian

’> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, him.145.
’® Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,
him. 111.
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penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu

hukum dan aturannya.”’

a. Faktor Hukum
Faktor hukum diartikan dengan undang-undang dalam artian materil

yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa puasat

" Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1983, him. 3.
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maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka dalam arti materiel
(selanjutnya disebut dengan undang-undang) mencakup :"®

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu

_ ‘ mum di sebagian wilayah
\\\\‘ '0; R

hﬁ au daerah saja.
= J

yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
b. Faktor Penegak Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

"8 |bid, him. 11.
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petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci
keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian

penegak hukum.

AL

|
ﬁ
;
’

¢
"
. ;0 or:

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,
atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,

merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
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e. [Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,

masyarakat itu. Karena itu, hukum berisi pemikiran dan ide-ide yang

¥ Mudzakir Iskandar Syah, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sagung Seto,
Jakarta, 2018, him. 3.
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ditentukan oleh masyarakat tempat terciptanya hukum itu. Pemiikiran itu
adalah tentang nilai keadilan.®

Pada penegakan hukum, ini bukanlah sebatas perilaku dari aparat atau

dan dilaksanakan oleh

inya masyarakat

m, yaitu:

tidak harus terlebih dahulu mengetahui bahwa ada aturan tertulis untuk
mengatur sesuatu. Namun yang Kkita lihat disini adalah bagaimana

pandangan mereka menghadapi berbagai hal terkait dengan norma

8 satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 18.
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masyarakat yang ada. Persepsi ini biasanya tercermin dari sikap mereka

terhadap perilaku sehari-hari.

3. Sikap terhadap hukum

tindakan aparat atau pejabat itu ilegal. Karenanya, kekuasaan yang diberikan

oleh hukum tidak akan ada maka di butuhkanlah kewenangan.

8 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta,
1982, him. 34.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2006, him. 19.
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Istilah kewenangan ini bersumber oleh terjemahan dari bahasa Ingris,

yakni authority of theory, istilah ini juga dikenal pada bahasa Belanda, yakni

theorie van het gezag, dan juga terdapat pada bahasa Jerman, yakni theorie

Didalam kewenangan terdapat wewenang. Wewenang adalah ruang
lingkup perbuatan hukum publik dan lingkup wewenang pemerintah bukan
sekedar hanya digunakan untuk mengambil keputusan, namun juga termasuk

wewenang saat melaksanakan tugas, dan memberikan wewenang dan

74



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kewenangan tugas yang biasanya diatur dalam peraturan perundang-
undangan. &

c. Teori Efektifitas Hukum

hubungan antara validitas dan keefektifan pada suatu kaidah hukum. la
berpendapat bahwa sebelum berlakunya hukum secara efektif, norma hukum

perlulah norma hukum tersebut valid terlebih dahulu, di karenakan jika

8 salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. him. 183.
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kaidah hukum tidak valid, maka hukum tersebut tidak akan diterapkan dan

kaidah hukum itu tidak akan pernah berlaku efektif.2*

Teori efektivitas hukum bersumber dari terjemahan bahasa Inggris,

n. bahasa Belanda teori

ditetapkan. Ada

yang efektif.®

efektifitas.subjek yang menjalankannya ialah subjek hukum yaitu badan

hukum dan orang. Subjek itu perlu menjalankan hukum selaras dengan

8 Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, him.

% Hans Kelsen, Teori Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2013, him. 54.
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norma hukum. Siapapun yang diberi sanksi hukum maka sanksi tersebut

apakah dilaksanakan atau tidak. %

Maka dapat kita simpulkan bahwa teori efektivitas adalah teori yang

Faktor yang mempengaruhi ialah hal-hal yang membantu atau
mempengaruhi implementasi dalam penerapan hukum itu. Faktor yang

mempengaruhi dapat dilihat dari faktor-faktor berikut:

% salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, 302.
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1. Aspek Keberhasilannya

Faktor-faktor yang membawa kesuksesan antara lain substansi

hukum, fasilitas, struktur, dan budaya. Jika masyarakat dan aparat

Ada beberapa aparatur penegak hukum yang berada di bawah

pengawasan regulasi, yaitu kehakiman, kejaksaan dan kepolisian.

8 1bid, him. 302.
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a. Lembaga Kepolisian
Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung

berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat.

‘ pan ‘ dimanapun kita akan
“!“‘ .eé melakukan law
jugs ?ﬁ aintaining order

" |

gung jawab dalam
Undang-Undang
berbunyi “Fungsi
intahan  dibidang

penegakan hukum,

serta menegakkan hukum”.
Selanjutnya dalam peradilan pidana, kepolisian mempunyai
kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam
Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan

dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.
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b.  Lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang kepolisian Negara R.l, bahwa yang dimaksud Penyidik

yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun

formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

# Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Al Mujtaha, dah Press, Pekanbaru 2020hIm. 36.
% lbid, him. 37.
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3) Bantuan penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik
polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka

pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan

tentang adanya

kejadian;

memeriksa tanda

nggeledahan  dan

Mengadakan peng an penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia (Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

% |bid, him.38.
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Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse

Kriminal) dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Kementerian/

dapat dibawa ke pengadilan atau tidak berdasarkanbukti yang

mengikat secara hukum ialah Lembaga kejaksaan.™

8 Marwan Effendi, Kejaksaan Publik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum),
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, him. 188.
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Kejaksaan mendapatkan kewenangan untuk menjalankan
kekuasaan negara pada bidang penuntutan serta kewenangan lainnya

yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kejaksaan

‘ . i.penyaring antara proses
m\ A
?ﬁ gadilan. Tugas
" |

gan serta juga

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia”. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka diartikan

% Hoesein, Zainal Arifin, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Imperium, Yogyakarta, 2013,
him. 52.
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bahwasanya kekuasaan kehakiman berada di samping kekuasaan yang
bebas.

Proses peradilan berlangsung dan bertempat di pengadilan,

merupakan

pada Undang-

perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus
dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkotika, hukum juga

wajib untuk diberikan dan ditegakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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di Indonesia sehingga dapat menegakan keadilan bagi tegaknya supremasi

hukum.

Sejalan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Hukum, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan UndangUndang
Dasar Republik Indonesia 1945, maka segala sesuatu yang berhubungan
dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan
berdasarkan atas hukum, sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan

atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah disepakati.
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Negara hukum adalah suatu Negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-
alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah

dalam tindakan tindakanya terhadap para warga Negara dan dalam

alam hubungan

yang berlaku.

eadilan bagi pergaulan

harus mempunyai

Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi,
kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk
pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan

dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk

% Nawi, Negara Hukum, Teori dan Praktek, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, him. 15.
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membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk

melindungi kepentingan rakyat.*

Supremasi hukum di Inggris merupakan hal yang tidak bisa

The Law adalah tidak ada tempat bagi backine yang salah, melainkan

Undang-Undang merupakan backine terhadap yang benar.

% bid, hlm. 56.
% |bid, him. 59.
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Prinsip tersebut menghendaki adanya kedudukan yang setara
sesama manusia, tidak ada umat manusia yang lebih mulia dari umat

lain, atau dengan kata lain prinsip persamaan tersebut dapat dimaknai

maupun dalam
ukum yang sama
iap warga Negara

melanggar hukum
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The rights to freedom of discussion (Kemerdekaan berdiskusi),
yaitu hak untuk mengemukankan pendapat dan megkritik, dengan
ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan

orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain;
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c. The rights to public meeting (Kemerdekaan mengadakan rapat)

lebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan

atau memprovokasi.

itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau
keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus

diputuskan oleh sistem politik™.
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Tujuan dari hukum pidana adalah :*°
1. Teori Absolut (Vergeldingstheorie)

Teori ini menginginkan hukuman itu dijatuhkan sebagai

elakukan kejahatan.

ol ‘ W‘h‘\“ ...'

eraan; (145 ISMMR;#
7

‘\\\\\\\\\\““g

%

% Muhammad Nurul Huda, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum
Pidana, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, him.10.
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BAB IlI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil

terjadinya perubahan dan pembaharuan pranata yang ada. Hukum pada
hakikatnya berfungsi sebagai pelindung manusia oleh karenanya hukum harus

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal, tetapi juga dapat

%" Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, him. 2.
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terlaksana karena terjadi pelanggaran terhadap hukum. Setiap orang memiliki
wajib untuk menjunjung tinggi hukum. Namun nyatanya, banyak sekali orang

yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

mana seseorang ingin

uk dimiliki secara

.ca N3 a pelanggar dan sisi lain
mendidik dan memb . rang yang melakukan perbuatan pidana
tersebut agar menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang mempunyai hubungan
fungsional sangat erat didalam sistem peradilan pidana. Dalam hal
menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada

dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat, hendaknya masing-
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masing institusi tersebut bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk
mencapai tujuan dari sistem ini. Sehingga terhadap perbuatan pidana penyidik

dapat melakukan upaya penegakan hukum.®®

harta Kk

paling

pidana

seperti

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama

lima tahun”

% yudi Krismen, Antisipasi Praperadilan, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, him. 13.
% Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
him. 1.
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Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai

mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan

memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan

kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan
(afpersing) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak

pidana pengancaman (afdreiging) jika paksaan ini berupa mengancam akan

199 \wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, him 15.
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membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah
merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.*™*

Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya
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pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu

tidak ada pemiliknya, pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli

101 1hig.
102 1hid.
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waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa
sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

\
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Noyon Lengemeyer menjelaskan
memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk
memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut
Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan

yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan
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untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu
menurut kehendaknya.*®

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual,

o)

kesusahan yang dide

kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya. %

penderitaan korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas

dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian

103 1higd.
10% 1bid. him.17.
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yang mengalami kerugian materiil, pencurian di Indonesia adalah salah satu
tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kriminal.

Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang

kea dalam Pasal 363 yang
S Vet 'o,.

gempa bumi, atau

ampar, kecelakaan

perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal
dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.
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Selain itu dalan Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan aturan yang
memperberat pelaku tindak pidana pencurian bila tindak pidana pencurian

diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang

ahun pencurian
atau ancaman
persiapkan atau

ap tangan, untuk

lam sebuah rumah

i jalan umum atau

atau pakaian jabatan palsu;

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana

penjara paling lama lima belas tahun.
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(4). Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama

waktu tertentu paling

lama dua puluh tahun,

jika perbuatan

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang

No Ket
1 P21
2 P21
3 SP3
LP/50/IV//20:
Kuansing ’
) An. SH
4 | Tanggal 22 April An JR P21
Pasal 363 KUHP An-Al
LP/80{VI/2020/R|au/Res Edwin An. WP
Kuansing Leonardo An. MDA
5 | Tanggal 23 Juni 2020 Armay/ An. W) SP3
PT.Citra Riau '
Pasal 363 KUHP Sarana
5 LP/13(_5/X/2020/R|au/Res Afrizal sn. AM. DKk sp3
Kuansing
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Tanggal 14 Oktober 2020
Pasal 363 KUHP
LP/163/X11/2020/Riau/Res
Kuansing Arif
7 | Tanggal 7 Desember 2020 An. EH P21
Darmawan
Pasal 363 KUHP
LP/176/X11/12020/Riau/Res
Khianging é%l:;anto/ An. KS
8 | Tanggal 26 Desember:2020 pT CitraRiau | An. ZR P21
Pasal 363 KUHP Sarang
LP/28/11/2021/Riau/Res Edwin
Kuansing Leonardo
9 | Tanggal 13 Februari 2021 Armay/ An. Rus P21
PT.Citra Riau
Pasal 363 KUHP Sarana

Sumber Data : Polres Kuantan Singingi 2021
Diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi sering terjadi tindak pidana

pencurian -hasil perkebunan . kelapa sawit yang sangat meresahkan bagi
perusahaan maupun koperasi perkebunan kelapa sawit, kurun waktu 2019 s/d
Agustus 2021 telah terjadr-9 (sembilan)-kali pencurian yang dilaporkan ke Polres
Kuansing dengan 3 perkara SP3 dan 6 Perkara P21 dan banyak juga perkara yang
tidak dilanjutkan proses hukumnya dengan alasan masuk kategori tindak pidana
ringan berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012 dan diselesaikan melalui mediasi
/ damai, berdasarkan kuesioner dan wawancara yang penulis lakukan dengan
kasat Reskrim AKP.Boy Marudut Tua,S.H., dan 5 (lima) orang penyidik polres
Kuantan Singingi, penyidik Polres Kuantan Singingi menerapkan KUHP dalam
setiap perkara tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit dengan

alasan tindak pidana tersebut masih diatur dengan asas hukum generalis/KUHP,
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sebagai contoh perkara dengan Laporan tindak pidana pencurian hasil
perkebunan  pada polres Kuantan  Singingi  dengan  Nomor

LP/80/V1/2020/RIAU/RESKUANSING tertanggal 23 Juni 2020 disangkakan

Pasal 363 k ( ANSING tertanggal 13
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wn
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" . uf “d..Undang- Undang Nomor 39
Tahun 2014 tentang P¢ i: “ Setiap Orang secara tidak sah
dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Lebih lanjut Pasal

107 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 menghukum pelaku pencurian

105 Hasi Wawancara bersama dengan Kasat Reskrim AKP.Boy Marudut Tua,S.H
108 Hasil Wawancara dengan bapak Afli Hendri dari PT.Citra Riau Sarana
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hasil perkebunan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tindak pidana pencurian hasil perkebunan diatur dalam Pasal 107 yang

subjek hukum dari
, maka berdasarkan

“error in law” oleh

pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya
yang khusus itulah yang diterapkan”, kemudian dalam Pasal 103 KUHP
dinyatakan, “ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampai dengan Bab VIII dan buku
ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan yang oleh aturan-aturan

dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain
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oleh undang-undang” seharusnya penyidik menerapkan Pasal 107 huruf D

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bukan menerapkan

pasal pidana pencurian dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana pencurian

Atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa
yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan.

104



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Didalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidik

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

isi dan 1 (satu) alat
wa seseorang telah

uk dapat dilakukan

penyidikan selesai perkara
dilimpahkan ke kejaksaan, jika tindak pidana tersebut masuk kategori tipiring
berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012 maka penyidik lebih mengedepan
penyelesaiannya melalui perdamaian, dengan diterapkannya Pasal 362 atau Pasal
363 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa

sawit yang penerapannya harus berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012, jika
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tindak pidana tersebut masuk kategori tindak pidana ringan, tentunya hal ini tidak
memenuhi rasa keadilan bagi korban, kerugian dengan nominal Rp.2.500.000
(dua juta lima ratus ribu rupiah) setara dengan 2.500 Kg Tandan Buah Segar
(TBS) sawit saat harga rendah, juga setara dengan hasil satu kali panen untuk
luas kebun 4 Ha, jumlah tersebut sangatlah berharga apalagi bagi anggota
koperasi_perkebunan yang, merupakan’ masyarakat kecil yang hanya memiliki
kebun 1ha atau 2 ha, mereka sangat menggantungkan ekonomi keluarga dari
hasil kebun tersebut dengan menerapkan Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP yang
termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan tidak memberikan efek
jera bagi para pelaku pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit karna pelakunya
tidak ditahan dan denda yang sangat rendah.

Banyak juga tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit terjadi
pada perkebunan kelapa sawit milik koperasi yang beranggotakan orang
perorangan dengan luasan kebun 1 atau/2 Ha, tentunya hal ini menjadi tidak
adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi korban dan ketidakpuasan
ditengah-tengah masyarakat serta ditakutkan terjadi main hakim sendiri terhadap
pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H.Muklisin,S.Pd
ketua koperasi Unit Desa Langgeng, salah satu koperasi perkebunan sawit besar
diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi yang memiliki izin perkebunan lebih
dari 20 tahun, mengatakan susah memberikan efek jera terhadap pelaku tindak

pidana pencurian hasil perkebunan dan selalu saja terjadi berulang-ulang
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pencurian sawit diwilayah kerjanya dikarnakan perbuatan tersebut pada
umumnya termasuk kategori tindak pidana pencurian ringan, saat ditanya tentang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang bisa

lapanga 3 esempatan Us: ) o ningkat produksi, produktivitas,

kualitas taml g , ar, meningkatkan dan

.'Q atkan anfaatan jasa Perkebunan.
Penyelenggaraan ‘ an  terse dasarkan pada asas kedaulatan,
kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan,
keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi

lingkungan hidup.

197 Hasil Wawancara dengan Bapak H.Muklisin,S.Pd ketua koperasi Unit Desa Langgeng
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Dalam proses penegakan hukum, Polres Kuantan Singgi tetap melakukan
tindakan represif terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Tindakan represif sendiri merupakan suatu suatu tindakan yang nyata yang dapat
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menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana.

%Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Gramedia, Jakarta, 2017,
him.9.
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b. Melakukan Penyidikan
Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP,

penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

ayat (20)

enjelaskan bahwa,
erupa pengekangan
terdakwa apabila

penyidikan  atau

Penahanan  merupakan salah  satu  bentuk  perampasan
kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan
antara dua asas Yyaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak

asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan

19 Rjadi Asra Rahmad, Opcit,, him. 33.
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ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk

orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.™*°

e. Melakukan Penyitaan

sawit dikarenakan pencurian tersebut diatur dalam asas hukum generalis. Alasan

penyidik tidak menggunakan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39

10 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2008, him.127.

1 Monang Siahaan, Op.Cit. him. 22.
12 1bid.
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Tahun 2014 tentang Perkebunan dikarenakan apabila menggunakan undang-
undang perkebunan atau undang-undang lex specialis pemilik kebun harus dapat
menunjukkan bahwa syarat formil berbadan hukum, sertifikat areal, izin
perkebunan dan syarat formil lainnya. Apabila pelapor.dapat memenuhi syarat-
syarat formil tersebut, maka penerapan pasal Lex specialis dapat diterapkan. Dan
sepenjang Syarat formil. tidak| dapat: dipenuhi maka penyidik tetap mengacu
kepada lex generalis (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Polres Kuantan
Singingi, sampai saat ini belum ada penerapan undang-undang Nomor 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit,
tentunya hal ini yang menjadikan ketertarikan penulis menelaah dan mengkaji
terkait hal tersebut. Bahwa seharusnya undang — undang yang diterapkan kepada
pelaku pencurian sawit adalah undang-undang khusus. Asas lex specialis derogat
legi generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah
satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas
hukum yang ‘'menunjuk hukum mana Yyang lebih didahulukan (untuk
diberlakukan), jika dalam .suatu. peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar

beberapa peraturan. Sehingga sejauh ini penulis beranggapan bahwa adanya

penerapan hukum yang salah “error in law” oleh penyidik Polres Kuantan

3 Hasil Wawancara dengan penyidik Ricardo Samosir berpangkat Brigadir, Fitrah Perdana
Setia berpangkat Bripda.
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Singingi terhadap pelaku pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah
Hukum Polres Kuantan Singingi.

Dalam bidang hukum pidana, asas lex specialis derogat legi generali

lainnya ada tentuan huk , tentuan hukum pidana

khusus

yaitu melingkupi pelaksanaa apan hukum terhadap setiap pelanggaran

atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, serta dalam arti
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yang sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.'**

Hukum hendaknya lebih menempatkan perannya dalam proses

an, i ‘ dipandang sebagai proses,
nanN '@ -

ﬁ an yang terjadi

4

a. pembangunan

ang dilain  pihak

osial baru yang

114 Esmi Warrasih, Derita Prapti Rahayu, Faisal, Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar Dimensi

Hukum dan Masyarakat, Litera, Yogyakarta, 2020, him. 151.

5 Esmi Warrasih Puji Rahayu, Hukum Sebuah Telaah Sosiologi, Suryandru Utama,

Semarang, 2005, him, 167.

18 Esmi Warrasih Puji Rahayu , Penelitian Hukum Interdisipliner : Sebuah Pengantar menuju

sosiolegal, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, him. 157.

117 sajipto Raharjo, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Genta Publishing, Yogyakarta,

2001, him. 35.
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Penegakan hukum (law enforcement) tentu akan mendinamisasikan sistem
hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang

mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapapun idealnnya suatu peraturan

sudah barang tentu

dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim seharusnya dalam rangka

18 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Rajawali Pres
Yogyakarta, 2010, him. 33.
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mewujudkan tujuan hukum. **° Praktek penyelenggaraan penegakan hukum
dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan
keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan
yang bersifat abstrak..dimana tidak«mempunyai. parameter yang pasti,
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan
secara normatif dan .telah dirumuskan dalam perundang-udangan. Oleh
karena itu penegakan hukum dapat dikatakan sebagai penerapan dikresi
yaknisuatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan
hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau
tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Banyaknya Undang-undang dan peraturan yang mengatur khususnya
tentang tindak pidana di Indonesia, tentunya hal ini berpotensi menimbulkan
persepsi yang berbeda diantara aparat penegak hukum dalam menafsirkan
dan mengaplikasikan setiap undang-undang dan peraturan dalam menangani
berbagal macam perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian.
Secara umum peraturan yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku
secara juridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara juridis
menurut Hans Kelsen apabila peraturan hukum tersebut dibuat berdasarkan
kaidah-kaidah yang benar memiliki hierarki atau tata urutan dari yang paling

tinggi ke yang paling rendah. Sampai saat ini Indonesia secara umum masih

"yudi Kristiana, Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Antologi 40 Tahun Pengabdian di
Universitas Diponegoro dan 65 Tahun Usia Prof. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., Thafamedia,
Yogyakarta, 2017, him.61.
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merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

merupakan produk kolonial Belanda yang telah berumur lebih dari 100

tahun, dalam menangani berbagai macam tindak pidana, tentunya

berintegritas dalam hal ini penyidik harus memiliki kapasitas dan
kapabilitas, memiliki pemahaman hukum yang baik dan mampu menafsirkan

undang-undang agar tidak bertentangan dengan asas — asas hukum, aparatur

120 Edi Setiadi, Membangun Sistem (Penegakan) Hukum : Konstruksi Hukum Dalam Prespektif
Spriritual Pluralistik Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warrasih
Pujirahayu, S.H., M.S., Thafa Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, him. 669.
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penegak hukum wajib mentaati norma - norma hukum seperti norma
kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (equality), dan norma

kejujuran untuk terlaksana hal tersebut tentunya penyidik harus memiliki

satu kunci dari

penegak hukum, keadilan, dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat,
dan diaktualisasikan. Karena penegak hukum sangat mempengpengaruhi
penegakan hukum, karena sebaik apapun undang-undang tersebut tapi jika
penegak hukumnya tidak baik maka undang-undang itu juga tidak bisa

berjalan dengan baik.
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Faktor Sarana dan Prasarana
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitasi

dan professional
i dengan peralatan
aik. Sumber Daya
enegakan hukum.

menjadi prioritas

bekerjanya hukum  didalam
masyarakat yang dikemukakan oleh William J Chamblins dan Robert B
Seidman, bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi

oleh all other societal and personal force (semua ketentuan dari individu

121 Spejono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1986, him. 37.
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dan masyarakat) yang melingkupi seluruh proses. *?? Yang dimaksud disini
adalah kesadaran untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan,

yang kerap disebut derajat kepatuhan Secara sederhana dapat dikatakan,

: hui adanya suatu

Upaya Polres Kuantan Singingi dalam menanggulangi tindak pidana

pencurian buah kelapa sawit yakni :

122 Syahrul machmud, Penegakan hukum lingkungan indonesia, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012,
him.163.
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Upaya Preventif (Upaya Pencegahan);
Dengan tidak melupakan istilah “mencegah lebih baik dari pada

mengobati”, maka upaya penanggulangan kejahatan secara preventif

kat yang bersifat

dan terarah untuk

2 E 2

kelapa Sawit di

tindakan dengan

ecil pengaruh dari

..,‘-Q@\Q“ I
i 120 L Y

O\
<
@
D
Y
-
w
3
Yy
3
&
g
Y
3
=

upaya ini, maka

terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit dengan melakukan :**
1. Penyuluhan Hukum
Pihak Polres Kuantan Singingi dalam melaksanakan upaya

preventif melalui penyuluhan di bidang hukum sebagai upaya

123 Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP.Boy Marudut Tua,S.H.
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pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit

di Kuantan Singingi, pihak kepolisian mengajak beberapa LSM

melaksanakan penyuluhan hukum mengenai bahaya terjadinya tindak

sering digunakan oleh para pencuri untuk melakukan aksinya.
Tindakan law enforcement dalam semua sektor hukum harus selalu
dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk
hukum. Berhasilnya upaya preventif sehingga tidak terjadi atau

terkuranginya pelanggaran hukum akan lebih maslahat dan tidak
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menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan upaya represif
setelah terjadinya kejatan.**

2. Upaya Represif (Upaya Penindakan);

;
ik
o4

, terutama individu

penjatuhan sanksi

=3
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‘g\ﬁ\\ﬁ wak

23.

124 Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, Universita Diponegoro, Semarang, 2018, him.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

pulannya adalah sebagai
waet 'o..
ﬁ asil perkebunan
"

63 KUHP yang
012. Dalam proses
tindakan represif
yakni melakukan

melakukan

syarat formil tersebut, maka penerapan pasal Lex specialis dapat diterapkan. Dan
sepanjang syarat formil tidak dapat dipenuhi maka penyidik tetap mengacu
kepada lex generalis (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seharusnya

penyidik menanyakan perizinan perkebunan yang dimiliki pelapor saat dilakukan
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BAP sebagai bentuk pro aktif penyidik mendahulukan undang-undang lex
specialis,jadi tidak menunggu pelapor menunjukan perizinan yang dimilikinya.

2. Hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D Undang-undang Nomor 39
Tahun 2014 _tentang Perkebunan terhadap-pelaku tindak pidana pencurian hasil
perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, faktor
hukum yaitu banyaknya Undang-undang dan peraturan yang mengatur khususnya
tentang tindak pidana di Indonesia, tentunya hal iniberpotensi menimbulkan
persepsi yang berbeda diantara aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan
mengaplikasikan setiap undang-undang dan peraturan dalam menangani berbagai
macam perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian, faktor aparatur
penegak hukum karena masih banyak penyidik yang.tidak memiliki latar
belakang S1 ilmu hukum dan pemahamannya tentang ilmu hukum serta sistem
hukum yang masih minim, faktor sarana dan prasarana yang kurangnya dukungan
dana dan masih kurangnya dukungan SDM menjadi prioritas yang harus terus
didorong agar kedepan akan terdapat SDM penyidik yang memiliki kemampuan
diatas rata-rata disertai dengan integritas yang.tinggi, dan keterbatasan tingkat
akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya
pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang
dilakukannya terhadap tindak pidana perkebunan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah

sebagai berikut :
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Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian di

wilayah perkebunan haruslah sesuai dengan asas hukum yang berlaku

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) (KUHP), apa bedanya mencuri
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